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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 

 
 

1.   Konsonan 
 

 
No 

 
Arab 

 
Latin 

 
No 

 
Arab 

 
Latin 

 
1 

 
 ا

Tidak 

dilambangkan 

 
 

16 

 
 ط

 
Ṭ 

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 _‘ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ’_ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf  

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

هول    :  haula 

 

 

 

    

 

 

   x 



 

 

 
 

3.    Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 

Harkat dan 
 

Huruf 

Nama Huruf dan 
 

Tanda 

َ  ا  Fath ah dan alif atau ya Ā ي/

َ  ي  Kasrah dan ya Ī 

َ  ي  Dammah dan wau Ū 

Contoh: 
 

قال   : qāla 

مى     : ramā 

قيل    : qīla 

يقول    :yaqūlu 

 
 

4.    Ta Marbutah (ة) 
 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 
 

Ta marbutah (ة) yang mati mendapat sukun, transliterasinya 

h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 
 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
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bacaan kedua kata itu terpisah maka ta  marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh 
 

ور             ضةا َ  لطفال   : rauḍah al-aṭfā l/ rau ḍatulaṭfāl 
 

المدينةا لمنروةَ    
 

 : al-Mad īnah al-Munawwarah/ 
 

 al-Mad īnatul Munawwarah 
 

ط                            لحة  : talhah 
 
 
 

Catatan: 

Modifikasi 

1.    Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 
 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa 

Indonesia,  seperti   Mesir,  bukan  Misr;  Beirut,  bukan 

Bayrut; dan sebagainya. 

3.   Kata-kata  yang  sudah  dipakai  (serapan)  dalam  kamus 

bahasa  Indonesia  tidak  ditransliterasi.  Contoh:  Tasauf, 

bukan Tasawuf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi 

keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses 

penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, 

lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk 

penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan 

merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus 

ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai 

intermediasi denominasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh 

tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, dan 

intermediasi mata uang (Soemitra, 2009: 53). 

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan dengan dua jenis 

lembaga keuangan di mana lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank 

merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari 

pada lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga 

keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. 

Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan 

diawasi oleh departemen keuangan yang dijalankan oleh 

bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengasaan dari sisi 

pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan 

Syariah Nasional MUI. Salah satu lembaga keuangan non bank 

adalah perusahaan pegadaian (Soemitra, 2009: 45-46).  
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Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang 

menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. 

Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksirkan 

oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. 

Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. 

Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan 

pemerintah sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan 

operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah pinjaman 

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan 

dalam bentuk rahn. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam 

bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian 

membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di 

Indonesia (Soemitra, 2009: 50). 

Seiringan dengan perkembangannya, produk-produk yang 

ada di pegadaian syariah tidak hanya berupa produk yang 

bersifat gadai (rahn), namun ada beberapa produk yang diluar 

dari sifat gadai yaitu seperti produk tabungan emas, produk 

Arrum BPKB, dan produk amanah. Dalam menjalankan 

kegiatannya, pegadaian syariah tentu saja dihadapkan dengan 

berbagai jenis risiko dan juga masalah pada setiap kegiatannya. 

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan 

ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi 

nantinya (future) dengan keputusan yang akan diambil 

berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini (Fahmi, 2014: 2). 

Risiko juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak 
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pasti atau tidak terduga yang memungkinkan terjadinya 

kerugian. Oleh sebab itu maka perlunya manajemen risiko dan 

juga mekanisme penyelesaianya pada produk Arrum BPKB 

guna untuk menghilangkan pembiayaan bermasalah atau 

mengurangi terjadinya risiko. 

 PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan 

salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang mikro, 

sesuai dengan fungsinya yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tentu 

memiliki risiko kepada pembiayaan bermasalah dalam 

menjalankan operasionalnya pada produk Arrum BPKB. Salah 

satunya yang sering terjadi pembiayaan bermasalah itu terdapat 

pada produk Arrum BPKB dan juga terdapat pada saat 

menyalurkan pembiayaan mikro pada PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh. Maka PT. Pegadaian Syariah terlebih 

dahulu memberikan beberapa syarat kepada nasabah yang ingin 

meminjamkan dana dari PT. Pegadaian Syariah salah satunya 

adalah dalam bentuk jaminan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah nasabah yang mengajukan pinjaman pada 

produk Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh 

 

NO 

 

TAHUN 

 

JUMLAH 

KENAIKAN % 

SETIAP TAHUN 

1 2008 45 nasabah 33% 

2 2009 60 nasabah 26% 

3 2010 75 nasabah 20% 

4 2011 90 nasabah 33% 

5 2012 120 nasabah 45% 

6 2013 175 nasabah 31% 

7 2014 230 nasabah 19% 

8 2015 275 nasabah 20% 

9 2016 340 nasabah 32% 

10 2017 450 nasabah 26% 

11 2018 568 nasabah 56,4% 

 Total 568  

Sumber PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

Adapun jaminan yang dapat diberikan nasabah kepada 

pihak pegadaaian untuk mengambil pembiayaan itu yaitu 

Arrum BPKB penulis mengambil data tentang pembiayaan 

bermasalah pada produk Arrum BPKB untuk penulis dapat 

mengetahui bagaimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh dalam mengelola dan juga menyelesaikan pembiayaan 
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bermasalah pada produk Arrum BPKB yang diberikan oleh 

nasabah kepada pihak PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh. 

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk menyusun sebuah penulisan Laporan Kerja 

Praktik (LKP) dengan judul “Mekanisme Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum BPKB Di PT 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”      

 

1.2 Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan Kerja Praktik ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui keunggulan, kelebihan, dan kelemahan  

pada produk pembiayaan Arrum BPKB. 

2. Untuk mengetahui masalah atau kendala pada produk 

Arrum BPKB.  

3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada produk Arrum BPKB di PT.  

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 

 

1.3 Kegunaan Kerja Praktik 

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan 

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi referensi 

bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam 

mengetahui tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada produk Arrum BPKB di PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Banda Aceh. 
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2. Masyarakat 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan bagi 

masyarakat mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada produk Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh. 

3. Instansi Tempat Kerja Praktik 

Laporan ini diharapkan bisa menjadi masukan yang 

konstruktif bagi pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum 

BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta 

dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk 

memperoleh hasil yang lebih optimal lagi. 

4. Penulis 

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu 

persyaratan akademisi untuk menyelesaikan studi pada Prodi 

Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Di samping itu, melalui penulisan 

LKP ini akan menambah wawasan dan memahami situasi dunia 

kerja. 

 

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini 

terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun 
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sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling 

berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut: 

 Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai 

pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik 

ini. Dimulai dari latar belakang, tujuan Kerja Praktik, kegunaan 

Kerja Praktik dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik. 

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi Kerja Praktik yang 

akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, dan keadaan 

personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 

Bab ketiga, membahas hasil kegiatan Kerja Praktik, yang 

dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan Kerja Praktik, bidang 

Kerja Praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi Kerja Praktik.  

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang di peroleh dari 

hasil kegiatan Kerja Praktik yang telah dilakukan serta 

kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah 

dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga disajikan 

saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut 

dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh. 
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BAB II 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

 

 

2.1 Sejarah  Singkat dan Gambaran Umum PT. Pegadaian 

Syariah  Cabang Banda Aceh 

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika 

Vareenigde Oos Compagine (VOC) suatu perusahaan perdagangan 

dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam 

rangka memperlancar kegiatan Perekonomiannya VOC mendirikan 

Bank dan Leening yaitu Lembaga Kredit yang memberikan Kredit 

dengan sistem gadai. Bank Vand Leening didirikan pertama di 

Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan 

Gubernur Jendral Van Imhoff. Bank Van Leening yaitu lembaga 

keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga 

ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. 

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada 

di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di 

bawah Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang 

merinci jenis barang yang dapat menggadaikan seperti emas, perak, 

kain dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan 

dalam waktu yang sangat relatif singkat. 

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari 

tangan Belanda (1811-1816) Bank Van  Leening milik pemerintah 

Belanda, Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811) 
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memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan 

mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang 

boleh mendirikan Usaha Pegadaian dengan izin (licenci) dari 

pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah 

memperboleh tambahan pendapatan. Bentuk usaha pegadaian di 

Indonesia berawal dari Bank Van Leening pada masa VOC yang 

mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat 

dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah 

mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan 

peraturan-peraturan yang mengaturnya (Sutedi, 2011: 80-81). 

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia 

Belanda No.130 tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mendirikan 

pegadaian di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 

dengan nama jawatan pegadaian. Jawatan pegadaian pada tanggal 1 

Januari 1967 dijadikan perusahaan Negara (PN) dan berada dalam 

lingkup Departemen Keuangan pemerintah Republik Indonesia 

berdasarkan peraturan  No.176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan 

(PP) No.7/1969 menjadi perusahaan jawatan (perjan). 

Berdasarkan (PP) No.10/1990 yang diperbaharui dengan 

(PP) No.103/2000, dapat dikatakan awal mulanya kebangkitan 

pegadaian, misi yang digunakan pegadaian untuk mencegah praktik 

riba, pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta, Makasar, 

Semarang, Surakarta, dan Yokyakarta, pada tahun yang sama 

hingga September 2003, 4 (empat) Kantor Cabang Pegadaian di 
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Aceh di konversikan menjadi Pegadaian Syariah, salah satunya 

yang terletak di jalan Imam Bonjol No.14 Kampung Baru, yang 

diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang saat itu sedang 

menjabat, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud. Pegadaian 

mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan 

Pegadaian Syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu 

pada Al-Quran dan Hadis serta asas rasionalitas, efisiensi, dan 

efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam (Habiburrahim, 

2012: 219).  

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

Adapun visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh adalah sebagai berikut: 

1. Visi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menjadi 

perusahaan finansial terbaik di Indonesia dengan agen inklusi 

keuangan. 

2. Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah 

sebagai berikut: 

a. memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis 

inti. 

b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan 

mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi 

nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. 
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c. Memberikan service excelence dengan fokus nasabah 

melalui: 

- Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital  

- Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 

- Praktik manajemen risiko yang kokoh 

- SDM yang profesional berbudaya kinerja baik 

2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh 

       Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan diperlukan 

keberadaannya karena struktur organisasi ini dapat dijadikan 

pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan 

fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan 

pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya, jika pembagian 

tugas tidak jelas atau rancu, maka dapat menghambat pencapaian 

tujuan perusahaan yang telah direncanakan.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Wawancara dengan Apriandes Asmen Mikro PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh, tanggal 27 September 2018. 
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Sumber: Pegadaian Syariah, 2018 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh 
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Adapun struktur organisasi karyawan PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemimpin Cabang  

Fungsi pemimpin adalah merencanakan, mengorganisasikan 

menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, 

administrasi, dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor 

Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk 

menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kerja serta anggunan kantor cabang 

dan UPS berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. 

b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, 

dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha 

lain. 

c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, 

dan mengendalikan operasional UPC. 

d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan 

dan mengendalikan  penatausahaan barang jaminan 

bermasalah. 

e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan 

dan mengendalikan pengelolaan modal kerja. 

f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan 

dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta 

pembuatan  laporan kegiatan operasional kantor cabang. 
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g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan  kebutuhan dan penggunaan sarana dan 

prasarana,  serta kebersihan dan ketertiban kantor 

cabang dan UPC. 

h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan,  

mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen. 

i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam 

maupun keluar berdasarkan kewenangan agar diberikan 

oleh atasan. 

2. Asisten Manajer Operasional 

 Fungsi Asisten Manajer Operasional adalah merencanakan 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan 

harga taksiran, penetapan kelayakan, pembiayaan, penetapan 

besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan 

laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada 

kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, asisten 

manajer operasional mempunyai tugas: 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan 

mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha 

lain. 

b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, 

rusak, palsu dan barang potensi), barang jaminan lewat 

jatuh tempo, pembiayaan macet serta reasuransi 

pembiayaan. 
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c. Melaksakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, 

terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan 

survei secara berkala dan terprogram. 

d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi 

administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, 

serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor 

cabang. 

e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal 

kerja. 

3. Analisis 

         Analisis tugas dan tanggung jawab seseorang yang 

memegang jabatan bagian analisis antara lain adalah: 

a. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan pembiayaan 

calon nasabah. 

b. Melakukan kunjungan langsung atau survei ke usaha 

calon nasabah. 

4. Penaksir  

Fungsi penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap 

barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan 

penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra 

baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, 

penaksir mempunyai tugas: 
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a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk 

mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti 

kepemilikannya dalam rangka menentukan dan 

menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman. 

b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang 

akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam 

menentukan harga dasar barang yang akan dilelang. 

c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang 

akan disimpan akan terjadi keamanannya. 

5. Kasir 

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, 

penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor 

cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk 

menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari 

nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang 

dilelang. 

c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang 

terjadi di kantor cabang dan UPC. 
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6. Staf Galeri 

Fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan 

selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang 

jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, staf galeri 

mempunyai tugas: 

a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan 

gudang penyimpanan barang jaminan selain barang 

kantor. 

b. Menerima barang jaminan selain barang kantor dari 

manajer atau pemimpin cabang. 

c. Melakukan pengelompokkan barang jaminan sesuai 

dengan publik dan bulan pinjamannya serta 

menyusunnya sesuai dengan urutan nomor Surat Bukti 

Kendaraan (SBK), dan mengatur penyimpanannya. 

d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar 

barang jaminan baik dan aman. 

e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan 

untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau 

keperluan lain. 

f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi 

(penambahan/pengurangan) barang jaminan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 
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g. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi 

tanggung jawabnya secara terprogram sehingga 

keakuratan saldo buku gudang dapat dipertangung 

jawabkan. 

7. Customer Service Office (CSO) 

Tugas CSO yaitu memberikan pelayanan yang prima dan 

membina hubungan baik dengan nasabah. Seorang CSO juga 

harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir pelayanan 

tersebut. CSO juga berfungsi untuk: 

a. Penerimaan tamu dalam hal ini seorang CSO melayani 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tamu serta 

memberikan informasi yang diinginkan selengkap 

mungkin secara ramah, sopan, menarik dan 

menyenangkan. Harus selalu memberikan perhatian, 

bicara dengan suara jelas serta lembut, dan memakai 

bahasa yang mudah dimengerti nasabah. 

b. Membina hubungan baik dengan nasabah. Sehingga 

meraka puas, senang dan semakin dipercaya. CSO harus 

menyiapkan fomulir ataupun brosur untuk tamu/klaen, 

serta ikut membantu mengisi fomulir. 

c. Memberikan berbagai informasi dan kemudahan-

kemudahan kepada nasabah, juga sebagai tempat 

menampung berbagai macam keluhan, ataupun sebagai 

tempat konsultasi. 
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8. Penyimpanan 

Tugas bagian penyimpanan adalah: 

a. Memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang dalam 

rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan. 

b. Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan 

pelunasan, pemeriksaan atasan dan lain-lain. 

c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar 

barang jaminan terjaga dengan baik dan aman. 

9. Security 

Tugas security adalah sebagai keamanan dan sosok yang 

pertama kali menyambut nasabah dan mengarahkannya, juga 

sebagai informasi awal. Adapun tugas dan wewenang security 

adalah: 

a. Membuka pintu jika nasabah ingin masuk dan keluar. 

b. Ikut mengawasi dan mengatur antrian nasabah. 

c. Mengambil fomulir/aplikasi transaksi apabila diminta 

oleh nasabah. 

10. Driver 

Tugas kerja dari driver adalah: 

a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan 

perusahaan. 

b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap 

pakai. 

c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan 

perbaikan. 
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d. Bersama petugas kantor membawa uang setoran dari 

kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau 

sebaliknya. 

11. Office Boy (OB) 

Tugas dan tanggung jawab Office Boy: 

a. Membersihkan area kantor, baik di dalam ruangan 

maupun di luar ruangan kantor. 

b. Memelihara setiap perlengkapan kantor. 

c. Merawat tanaman yang ada di area kantor. 

d. Menerima dan melaksanakan perintah atasan lainnya. 

2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh 

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan 

masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Pegadaian 

Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk 

atau layanan sehingga seluruh nasabahnya dapat mengetahui 

produk yang ada di pegadaian syariah. Adapun produk yang 

ditawarkan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

adalah: 

2.4.1 Penyaluran dana 

Penyaluran dana merupakan bentuk kegiatan pembiayaan 

yang ditunjukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi 

lebih ditunjukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga 

dalam pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok 
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pembiayaan dan juga keuntungan yang diambil (Huda dan Heykal, 

2010: 40). 

1. Ar-Rahn (Gadai Syariah) 

Usaha pokok dari kegiatan pegadaian syariah adalah 

menyalurkan marhun bih dalam jumlah skala kecil dengan 

jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum 

gadai Islam. Hal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/III/2002 tentang rahn, 

tanggal 26 Juni 2002 (Kamil dan Fauzan, 2007: 545), dan No. 

26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, tanggal 28 Maret 

2002. Di mana rahin menyerahkan harta bergerak sebagai 

jaminan sekaligus memberi kuasa kepada pegadaian syariah 

untuk menjual atau melelang (secara syariah) jika setelah jatuh 

tempo rahin tidak mampu atau bersedia melunasinya. Hasil 

lelang digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa 

simpanan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada 

rahin, sedangkan kalau kurang menjadi risiko pihak pegadaian 

itu sendiri. 

Gadai syariah merupakan produk dengan menggunakan 

sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada 

penerapan sistem syariah Islam. Nasabah tidak dikenai bunga 

pinjaman maupun sewa modal atas pinjaman yang diberikan. 

Nasabah dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang 

dipungut dengan alasan agunan yang diserahkan nasabah wajib 

disimpan, dirawat, dan diasuransikan. 
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PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sementara 

hanya menerima barang jaminan berupa emas atau perhiasan, 

kendaraan (sepeda motor dan mobil), dan barang elektronik 

seperti hp dan laptop. 

Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat 

kebutuhan dan cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya 

dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. 

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan 

bermotor.   

a. Keunggulan: 

1) Proses cepat, hanya 15 menit. 

2) Dapat diperpanjang dan menyicil pokok 

pinjaman. 

3) Tidak perlu buka rekening. 

4) Bebas biaya pemeliharaan rekening dan 

materai. 

5) Online diseluruh kantor cabang syariah 

seluruh Indonesia. 

6) Gadai dapat diperpanjang berkali-kali. 

7) Pinjaman sampai dengan 500 juta. 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui tentang 

produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai 

kemauan. 
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c. Persyaratan Gadai: 

1) Membawa bukti identitas (KTP/SIM/Pasport). 

2) Mengisi formulir permintaan kredit. 

3) Menyerahkan barang jaminan (Pegadaian 

Syariah, 2018). 

 

2. Amanah  

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan 

berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan 

swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara ansuran. 

a. Keunggulan: 

1) Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian 

syariah  di seluruh Indonesia. 

2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah. 

3) Uang muka terjangkau. 

4) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap. 

5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan 

sampai dengan 60 bulan. 

6) Transaksi sesuai syariah yang adil dan 

menenteramkan. 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk 

ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai 

kemauannya. 
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c. Persyaratan: 

1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau 

swasta minimal telah bekerja 2 tahun. 

2) Fotokopi KTP, KK, dan surat nikah (suami 

istri). 

3) Fotokopi SK pengangkatan pegawai. 

4) Slip gaji 2 bulan terakhir. 

5) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi 

amanah. 

6) Membayar uang muka yang telah  disepakati 

(minimal 20%). 

7) Menandatangani akad Amanah (Pegadaian 

syariah, 2018). 

 

3. Arrum BPKB 

Pembiayaan Arrum BPKB pada pegadaian syariah memudahkan 

para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan 

jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya 

sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. 

a. Keunggulan: 

1) Layanan Arrum tersedia di outlet pegadaian 

syariah seluruh Indonesia. 

2) Prosedur pangajuan marhun bih (pinjaman) cepat 

dan mudah. 

3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor. 
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4) Proses marhun bih (pinjaman) hanya butuh 3 

hari, dan dana dapat segera dicairkan. 

5) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 

dan 36 bulan. 

6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai 

kemauannya. 

c.  Persyaratan: 

1) Menyerahkan KTP, KK, dan surat keterangan 

usaha. 

2) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan 

bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur 

pembelian). 

3) Memiliki usaha produktif minimal telah berdiri 

satu tahun. 

4) Memiliki tempat tinggal tetap. 

5) Jarak usaha 15 km dari outlet. 

6) Usia kendaraan. 

 Sepeda motor : 5 tahun terakhir 

 Mobil : 10 tahun terakhir (2018). 
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4. Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji) 

Pegadaian Syariah memberikan layanan pembiayaan porsi haji 

dengan cara insyaallah lebih berkah, mudah, dan terencana. 

pegadaian juga bekerja sama dengan BNI syariah. 

a. Keunggulan: 

1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat 

digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. 

2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di 

pegadaian. 

3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau. 

4) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk 

pelunasan biaya haji pada saat lunas. 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai 

kemauannya. 

c. Persyaratan: 

1) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

Kementrian Agama untuk mendaftar haji. 

2) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor. 

3) Usia rahin (nasabah) saat jatuh tempo  

pembiayaan maksimal 55 tahun. 

4) Menyerahkan agunan berupa emas senilai 

Rp7.000.000 juta. 
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2.4.2. Penghimpunan Dana 

1. Tabungan Emas 

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan 

emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 

Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk berinvestasi emas. 

a. Keunggulan: 

1) Pembukaan tabungan emas tersedia di kantor cabang 

di seluruh Indonesia. 

2) Pembeliaan emas dengan harga terjangkau (mulai 

dari berat 0,01 gram). 

3) Order cetak emas dilakukan mulai dari kepingan 1 

gram. 

4) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman. 

5) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). 

6) Transparan dalam pengelolaan. 

7) Harga jual dan buyback kompetitif. 

8) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan. 

9) Harga pembelian minimal sekitar 5000 an 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai kemauannya. 

c. Persyaratan: 

1) Membawa identitas diri (KTP/SIM/Pasport) 
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2) Mengisi formulir pembukaan tabungan emas serta 

membayar administrasi sebesar Rp5000, dan 

membayar biaya pengelolaan rekening Rp30.000 

pertahun 

3) Memberi emas batangan dengan berat mulai 0,01 

gram atau senilai 5000 an 

4) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram 

Transaksi penjualan emas dan percetakan emas di 

pegadaian yang bisa dilayani di kantor cabang tempat 

pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan 

dan identitas diri yang asli. 

2. Mulia  

Penjualan emas batangan oleh pegadaian kepada 

masyarakat dengan syarat tunai atau dengan pembiayaan pola 

angsuran dalam jangka waktu tertentu. Penjualan secara tunai 

bisa dilakukan di galeri 24 pegadaian, sedangkan untuk 

pembiayaan atau angsuran dapat dilakukan di outlet 

pegadaian. Baik yang individu ataupun kelompok (melalui 

mekanisme julo-julo) 

a. Keunggulan: 

1) Memudahkan masyarakat dalam memiliki logam 

mulia. 

2) Alternatif dalam pola arsiran di masyarakat. 

3) Memasyarakatkan emas sebagai sarana investasi. 
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4) Kenaikan harga emas tidak berpengaruh selama 

periode angsuran. 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai kemauanya. 

c. Persyaratan: 

Tabel 2.1 

Persyaratan Produk Mulia 

 

Syarat Mulia angsuran 

individu 

Mulia arisan 

Jumlah peserta 1 orang Minimal 6 orang 

Identitas diri KTP/SIM/Pasport KTP/SIM/Pasport 

Uang muka 20 % dari harga 15 % atau 10 persen 

Pengambilan 

barang 

 

Setelah lunas Setiap bulan dapat 1  

Emas 

 Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 2018. 

2.4.3 Pelayanan Jasa 

1. Multi Pembayaran Online (MPO) 

    MPO melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, 

telepon atau pulsa ponsel, dan lain sebagaiannya secara online. 

Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang 

memberikan kemudahan kepada masyarakat atau nasabah dalam 

bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. 
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a. Keunggulan: 

1) Layanan MPO tersedia di seluruh outlet pegadaian 

syariah di seluruh Indonesia. 

2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi 

kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi. 

3) Biaya administrasi kompetitif. 

4) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk 

lebih dari satu tagihan. 

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai kemauanya. 

c. Persyaratan: 

1) Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian. 

2) Nasabah membawa dan menyerahkan nomor 

pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa 

ponsel, pdam, dan lain sebagainya. 

2. Jasa Taksiran  

   Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karakter 

dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik 

untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya 

yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan 

masyarakat mengetahui tentang karakter dan kualitas suatu barang 

berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas 

nilai pasti perhiasan yang dimilikinya 
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a. Keunggulan: 

1) Layanan jasa taksiran tersedia diseluruh outlet 

pegadaain. 

2) Proses mudah. 

3) Pelayanan profesional. 

4) Hasil uji terpecaya, karena diuji dan ditaksir oleh 

juru taksiran berpengalaman. 

5) Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah 

diuji. 

6) Biaya terjangkau.  

b. Kelemahan: 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

c. Persyaratan: 

1) Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke 

loket pegadaain 

2) Mengisi formulir permohonan pengujian.  

(pegadaian syariah.co.id,2018). 
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2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh 

 

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan 

sistem kerja atau sejumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah 

lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat 

pada lembaga atau perusahaan tersebut. Berikut ini jumlah 

karyawan dan masing-masing jabatan karyawan di PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Banda Aceh 

Tabel 2.2 

Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh 

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2018. 

No Jabatan Karyawan Jumlah Karyawan 

1 Pimpinan Cabang 1 

2 Asisten Menejer Operasional 1 

3 Analisis 1 

4 Penaksir Muda 2 

5 Staf Galeri 1 

6 Penyimpanan 1 

7 Cso 1 

8 Kasir 2 

9 Driver 2 

10 Security 5 

11 Office Boy 1 

 Jumlah 18 
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1. Pimpinan cabang terdiri dari 1 (satu orang), pemimpin cabang   

merupakan jabatan tertinggi dan memiliki tugas untuk 

merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh 

kegiatan operasional, administrasi,dan keuangan usaha. 

2. Asisten manajer operasional terdiri dari 1 (satu) orang 

karyawan, asisten manajer operasional berada langsung di 

bawah pemimpin cabang. 

3. Analisis berada langsung di bawah pemimpin cabang atau 

sejajar dengan asisten manajer operasional. 

4. Penaksir muda terdiri dari 2 (dua) orang karyawan berada di 

bawah bagian asisten manajer operasional. 

5. Staf galeri terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, staf galeri 

berada di bawah bagian penaksir muda. 

6. Penyimpanan terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, sejajar 

dengan staf galeri.  

7. CSO terdiri dari  (satu) orang karyawan CSO berada di bawah 

bagian penaksir muda berada di bawah staf galeri. 

8. Kasir terdiri dari 2 (dua) orang karyawan, kasir berada di 

bawah bagian penaksir muda sejajar dengan bagian staf galeri 

dan bagian CSO. 

9. Driver terdiri dari 2 (dua) orang, bertugas untuk membantu 

karyawan dalam hal transportasi. 

10. Security terdiri dari 5 (lima) karyawan. 

11. OB (Office boy) terdiri dari 1 (satu) orang, bertugas untuk 

membersihkan dan merapikan kantor. 
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Karyawan dan karyawati PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda mulai dari SMA/Sederajat dan strata 1 (S1).
2
 

Tabel 2.3 

Tingkat pendidikan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh 

 

No Pendidikan Jumlah 

Karyawan 

1. SMA 7 

2. D-III 4 

3. S-1 7 

 Total 18 

      Sumber: PT. Pegadaian Syariah  Cabang Banda Aceh  

Untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip Syariah PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki Karyawan dan 

Karyawati yang besar S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 4 orang 

dan juga yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 7 orang, 

berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh. 

 

 

                                                           
2
 Wawancara dengan Tengku Dimas Asmen Supporting Bisnis PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 05 Oktober 2018. 
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Tabel 2.4 

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

No Jenis kelamin Jumlah (orang) 

1 Perempuan 5 

2 Laki-laki 13 

 Total karyawan 18 

                    Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total karyawan 

pegadaian syariah Cabang Banda Aceh yang keseluruhannya 

berjumlah 18 orang terdapat 5 orang perempuan, dan 13 orang laki-

laki. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

3.1 Kegiatan Kerja Praktik 

 Waktu pelaksanaan Kerja Praktik dilaksanakan penulis dalam 

jangka waktu 40 hari dengan efektif kerja 30 hari, di bagian 

customer service 10 hari dan dibagian marketing selama 20 hari 

terhitung  dari tanggal 13 September - 24 Oktober 2018. Hal 

tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat bermanfaat 

bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan sebelum terjun ke 

dunia kerja sesungguhnya. 

 Melalui program ini akan ditemui hal-hal baru yang belum 

pernah dijumpai di perkuliahan, hal tersebut tentunya akan 

menuntut untuk perkembangan wawasan diri sendiri agar lebih siap 

sebelum masuk dunia kerja. Penulis mendapatkan pengalaman 

yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu 

yang didapat di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak lepas dari 

bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. 

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis ditetapkan di 

bagian customer service dan bagian marketing. Adapun kegiatan 

yang penulis lakukan selama Kerja Praktik antara lain: 

3.1.1 Bagian Customer Service 

a. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan   

pinjaman syariah/gadai barang. 
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b. Menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem gadai 

barang. 

c. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan 

pinjaman syariah/gadai barang. 

d. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah. 

e. Membantu nasabah mengisi formulir tabungan emas. 

f. Menjawab pertanyaan dari nasabah mengenai sistem 

tabungan emas, dan lain-lain. 

g. Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan 

pinjaman syariah. 

h. Menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem gadai 

barang. 

 

3.1.2 Bagian Marketing 

a. Mengenalkan produk-produk pegadaian kepada 

masyarakat  di pasar Ajun. 

b. Mengenalkan dan menunjukkan identitas diri kepada 

nasabah. 

c. Membagi brosur kepada nasabah. 

d. Menjelaskan isi brosur kepada nasabah. 

e. Mendatangi nasabah satu persatu dan menjelaskan produk 

Arrum BPKB. 

f. Menjelaskan produk tabungan emas, produk gadai, produk 

lainnya. 
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g. Mengajak masyarakat untuk menjadi nasabah di 

pegadaian. 

h. Membantu pihak PT. Pegadaian untuk menyukseskan 

acara seminar Arrum Haji. 

i. Mengimput data nasabah. 

j. Mengisi biodata nasabah yang ingin menggadaikan/ 

mengambil pinjaman. 

k. Mengetik surat Dinas dan lainnya. 

 

3.2 Bidang Kerja Praktik 

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditetapkan di 

bagian Customer Service dan Marketing. Kegiatan yang dilakukan 

pada bagian ini mudah dilakukan, seperti pada saat pengisian 

formulir nasabah diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam mengisi data yang diperlukan. Pada saat 

mendatangi/mengunjungi nasabah untuk menjelaskan produk 

merupakan kegiatan yang lumayan sulit karena harus berhubungan 

dengan nasabah yang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam 

menanggapi apa yang penulis jelaskan. 

   Pada bagian ini penulis banyak melihat nasabah 

mengajukan Arrum BPKB sebagai jaminan untuk bantuan modal 

usaha masyarakat menengah ke bawah atau untuk mengambil 

pinjaman di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 
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 Produk Arrum BPKB merupakan salah satu produk yang 

paling banyak diminati oleh nasabah, karena produk ini sangat 

membantu bagi masyarakat menengah ke bawah, dalam 

penambahan modal dan perluasan usaha yang dimilikinya. 

 

3.2.1 Keunggulan, Kelebihan, dan kelemahan dari Produk 

Arrum Mikro BPKB di PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh 

Adapun keunggulan, kelebihan, dan kelemahan di 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dapat 

dicantumkan sebagai berikut: 

a. Keunggulan 

1) Prosedur pengajuan kredit mudah dengan jaminan 

BPKB. 

2) Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,-hingga 

Rp200.000.000. 

3) Proses pengajuan kredit cepat. 

4) Mu’nah perbulan (biaya pemeliharaan jaminan) 

hanya 0,7% dari nilai jaminan. 

5) Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan 

pilihan 12, 18, 24, dan 36 bulan. 

6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

7) Pelayanan kredit mikro di seluruh outlet 

pegadaian di Indonesia. 
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b. Kelebihan 

1) Arrum BPKB ini adalah suatu produk yang 

sangat mudah, cepat prosesnya, dan juga aman. 

2) Produk Arrum BPKB ini bisa dilakukan di mana 

saja atau outlet mana saja yang ada di pegadaian. 

3) Produk Arrum BPKB ini semua nasabah yang 

mempunyai usaha bisa mengambil pinjaman, 

hanya saja harus meninggalkan Surat Bukti 

Kendaraan (SBK) sedangkan kendaraan bisa 

dipakai oleh si pemilik kendaraan. 

c. Kelemahan 

1) Tidak semua masyarakat mengetahui produk ini. 

2) Banyaknya pilihan masyarakat sesuai 

kemauannya. 

 

3.2.2 Masalah atau Kendala dari Produk Arrum BPKB di 

PT. Pegadaiaan Syariah Cabang Banda Aceh 

Masalah yang terjadi di produk Arrum BPKB itu salah 

satunya adalah kredit macet, di mana yang menyebabkan kredit 

macet adalah sebagai berikut: 

1) Nasabah sengaja tidak mau bayar 

  Jika nasabah tidak mau bayar, maka dia akan 

dikenakan upaya persuasif, di mana nasabah itu harus 

membayar hutang-hutangnya, yang namanya hutang harus 

tetap dibayar.  
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2) Usaha sedang lesu 

  Nasabah yang dulunya mempunyai usaha jualan 

kue, yang dulunya banyak diminati pelanggan, tapi 

sekarang karena banyak saingan, tempatnya menjadi sepi. 

Maka penghasilannya pun menjadi berkurang, dan 

hutangnya pun tidak bisa dibayar. Maka upaya yang 

dilakukan adalah upaya persuasif di mana pihak pegadaian 

mengarahkan nasabah tersebut bagaimana menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. 

3) Benar-benar tidak mampu bayar 

  Misalnya nasabah mempunyai bengkel dan bengkel 

tersebut tidak banyak pelanggan yang datang, dan 

menyebabkan nasabah tidak mampu bayar, jadi upaya dari 

pihak pegadaian yaitu dengan cara melakukan penarikan 

marhun. 

4) Pemilik kendaraan (rahin) meninggal dunia 

  Misalnya seorang nasabah mengambil pinjaman 

dengan menggadaikan Arrum BPKB sebagai jaminan, tiba-

tiba nasabah meninggal dunia di mana pihak pegadaian 

memiliki asuransi, yaitu: asuransi jiwa dan asuransi 

kendaraan, kemudian marhun milik nasabah yang 

meninggal dunia akan dijual, tetapi terlebih dahulu marhun 

milik nasabah ditaksir oleh pihak asuransi dan apabila ada 

kelebihan dari penjualan marhun maka akan diberikan 

kepada ahli waris. 
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5) Barang jaminan rusak berat atau hilang 

  Misalnya seorang nasabah menggadaikan Arrum 

BPKB motor jika barang jaminan nasabah rusak berat maka 

barang jaminan ditarik oleh pegadaian, dan pihak pegadaian 

akan mencoba menawarkan barang tersebut ke masyarakat, 

lakunya berapa, dan ditaksir dulu oleh pihak asuransi berapa 

asuransi mau bayar. Namun apabila barang jaminan hilang 

maka akan diganti sesuai dengan harga motor tersebut.
3
 

 

3.2.3 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada 

Produk Arrum BPKB di PT. Pegadaian 

Setiap nasabah yang ingin mengambil pembiayaan di PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh maka harus memberikan 

barang jaminan. Salah satu barang jaminannya adalah Arrum 

BPKB, dan di dalam memberikan pinjaman kepada nasabah pihak 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pasti menanggung 

risikonya. Dimana risiko tersebut adalah kredit macet dan lainnya 

makanya pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

memiliki upaya-upaya untuk mengatasi pinjaman bermasalah 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
3
 Wawancara dengan Apriandes Asmen Mikro PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh, tanggal 04 Februari 2019. 
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1. Upaya-upaya Persuasif 

Upaya persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial 

yang bersifat untuk membujuk atau mengarahkan 

masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma 

yang telah ditetapkan. 

Setiap kali menghadapi persoalan pembiayaan 

bermasalah, harap di cari sumber permasalahannya, 

misalnya: rahin meninggal dunia, apabila ketidaklancaran 

karena rahin sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, 

maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban 

yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-

hutangnya. 

a)  Upaya persuasif yang dilakukan sebelum 

melaksanakan penarikan marhun dari rahin sebagai 

berikut: 

1) Tawarkan konversi ke skim pegadaian rahn 

dengan marhun yang sama dengan 

pembiayaan Arrum Mikro dilunasi dengan 

mekanisme pelunasan sekaligus. 

2) Bila marhun masih dibutuhkan oleh rahin 

untuk alat kerja, rahin bisa ditawari untuk 

menggadaikan marhun lain untuk mengangsur 

atau melunasi pembiayaan Arrum Mikro. 

3) Apabila persoalan rahin hanya bersifat 

sementara, maka nilai gadainya hanya sebesar 
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kewajiban rahin yang masih menunggak, 

tetapi kalau ketidakmampuan rahin 

mengangsur bersifat permanen, maka nilai 

gadaiannya minimal sebesar seluruh kewajiban 

rahin dengan perhitungan pelunasan sekaligus. 

4) Bila dengan konversi ke skim rahn tidak 

mungkin dan marhun Arrum mikro juga masih 

dibutuhkan rahin, maka rahin diminta menjual 

aset miliknya yang lain. 

5) Bila upaya konversi ke rahn dan penjualan aset 

lain juga tidak bisa, maka tawarkan kepada 

rahin untuk menjual marhun Arrum Mikro 

bersama-sama. 

b) Upaya Pelaksanaan Penarikan Marhun: 

1) Setelah upaya persuasif tidak berhasil maka 

dilakukan prosedur penarikan marhun Arrum 

Mikro 

2) Prosedur penarikan marhun Arrum Mikro 

sebagaimana dimaksud huruf a dengan cara, 

Asisten Manajer produk mikro melalui 

Pimpinan Cabang Syariah meminta bantuan 

resmi petugas kepolisian setempat untuk 

mendampingi petugas pegadaian dalam 

melakukan penarikan marhun, terhadap tata 

cara permintaan bantuan petugas kepolisian 
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diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 

Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi 

Jaminan Fidusia. 

3) Untuk setiap penarikan marhun rahin 

dikenakan biaya yang akan diperhitungkan 

pada hasil penjualan marhun yang ditarik. 

Besarnya biaya penarikan marhun (biaya 

transportasi dan uang lelah kepolisian 

pendamping) ditetapkan oleh pemimpin 

wilayah. 

2. Upaya Somasi 

Sebelum dilaksanakan eksekusi, terhadap rahin yang 

sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut 

atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Asisten 

Manajer Produk Mikro Melalui Pemimpin Cabang Syariah 

harus memberikan surat peringatan/somasi terlebih dahulu 

kepada rahin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: 

a. Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) 

kali berturut-turut rahin tidak melakukan 

angsuran. 

b. Surat peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat 

peringatan I. 

c. Surat peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat 

peringatan II. 
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Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang 

harus dibayar rahin, juga berisi pemberitahuan  tentang 

akan dilakukannya upaya eksekusi dan pasal eksekusi 

terhadap marhun. Surat peringatan dibuat rangkap dua, 

asli untuk rahin dan lembar kedua sebagai arsip cabang 

yang disimpan dalam map pembiayan rahin yang 

bersangkutan. Surat peringatan dikirim dengan pos 

tercatat atau diantar langsung dan meminta tanda 

tangan penerimaan surat pada buku ekspedisi. 

3. Proses Pelaksanaan Penarikan Marhun  

Tujuan penarikan marhun adalah untuk mengambilkan 

marhun bih yang disalurkan kepada rahin Arrum Mikro 

berikut mu’nah pemeliharaan dan ta’widhnya yang 

menjadi hak PT. Pegadaian (Persero). Proses penarikan 

marhun dilakukan sebagai berikut:  

a. Tim Mikro mendatangi langsung ke alamat rahin 

Arrum Mikro. 

b. Melakukan upaya persuasif agar rahin mau 

menyerahkan marhun kepada PT. Pegadaian 

(Persero), dalam pelaksanaan upaya persuasif 

dijelaskan kepada rahin Arrum Mikro bahwa 

pinjaman telah diikat secara umum fidusia 

sehingga PT. Pegadaian (Persero) mempunyai 

hak titel eksekutorial yang sama dengan putusan 
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

c. Dalam proses eksekusi tersebut harap dijelaskan 

bahwa pemprosesan pembiayaan telah diikat 

secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya 

hak untuk menarik/menyita marhun dan 

melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan 

pengadilan. Pegadaian hanya akan mengambil 

sisa pokok pinjaman yang belum kembali, 

mu’nah pemeliharaan dengan tarif pelunasan 

sekaligus, ta’widh dan biaya penarikan marhun. 

d. Setelah dilakukan upaya persuasif, apabila rahin 

tidak mau menyerahkan marhun nya, Asisten 

Manajer Mikro melalui Pemimpin Cabang 

Syariah meminta bantuan resmi petugas 

kepolisian setempat untuk mendampingi petugas 

pegadaian dalam melakukan penarikan marhun. 

Terhadap tatacara permintaan bantuan petugas 

kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi 

Jaminan Fidusia. 

4. Prosedur Eksekusi Arrum Mikro 

a. Marhun yang telah ditarik dari rahin, dijual 

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
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penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan 

cara: 

1) Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai 

dengan prosedur lelang yang berlaku di 

perusahaan bersama-sama dengan barang 

jaminan lainnya. 

2) Penjualan di bawah tangan, dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Dilakukan penjualan setelah lewat 1 

(satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh PT. Pegadaian (Persero) 

kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

b) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) 

surat kabar yang beredar di daerah 

setempat. 

b. Seluruh hasil penjualan/lelang dipergunakan 

untuk memenuhi seluruh kewajiban  rahin kepada 

PT. Pegadaian (Persero) sebagai berikut: 

1) Biaya-biaya yang timbul atas penjualan 

marhun. 

2) Marhun bih, mu’nah pemeliharaan dan 

ta’widh (jika ada). 

Sisa dari kewajiban rahin sebagai uang kelebihan yang 

menjadi hak rahin dengan jangka waktu pengambilan 
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maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan marhun. 

Apabila lewat dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan 

marhun, maka uang kelebihan beralih menjadi Dana 

kebajikan ummat yang penyalurannya diserahkan kepada PT. 

Pegadaian (Persero) (Pegadai Syariah Cabang Banda Aceh, 

2018). 

 

3.3 Teori Yang Berkaitan 

3.3.1 Definisi Arrum, dan Rahn (Gadai Syariah) 

Arrum mikro adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan akad rahn tasjily yang diberikan oleh murtahin (PT. 

Pegadaian Persero) kepada pengusaha mikro atau pengusaha kecil 

yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan 

usahanya. Arrum mikro ini termasuk kedalam usaha produktif, 

karena dia mengambil uang pinjaman untuk modal usaha yang bisa 

menghasilkan laba atau keuntungan. Perbedaan produktif dengan 

konsumtif, produktif akan menghasilkan keuntungan sementara 

konsumtif akan menghasilkan kerugian karena sifatnya sebagai 

sesuatu hal yang dikonsumsikan. 

Pembiayaan ARRUM (ArRahn Untuk Usaha Mikro) pada 

pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk 

mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan 

tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha 

sehari-hari. (Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh). 
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Gadai Syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik 

nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas 

hutang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang 

menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan 

untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

Adapun berdasarkan istilah lainnya, rahn adalah kegiatan menahan 

salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 

yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan 

utang atau gadai (Kasmir, 2006: 227). 

Menurut Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu 

barang sebagai tanggungan utang, atau menjadi sesuatu benda 

bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun 

bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau 

sebagian utang dapat diterima (Basyir dan Azhar, 1983: 50). 

 Menurut Iman Abu Zakariya Al Anshari, rahn adalah 

menjadi benda yang bersifat harta yang untuk kepercayaan dari 

suatu marhun bih yang dapat dibayar dari harga benda marhun itu 

apabila marhun bih tidak dibayar. Sedangkan Imam Taqiyyuddin 

Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan rahn sebagai akad atau 

perjanjian utang piutang dengan menjadikan marhun sebagai 

kepercayaan  atau penguat marhun bih dan murtahin berhak 

menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia 

menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan hutang 
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adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua 

barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan. 

Berdasarkan definisi di atas, bahwa rahn itu merupakan 

suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang dimiliki 

nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan marhun bih, 

sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. Pinjaman dengan 

menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk 

rahn itu dibolehkan. (Fatwa DSN, 2002) dengan ketentuan bahwa 

murtahin. Dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak 

menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan 

manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak 

boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin rahin, tanpa 

mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan 

perawatan marhun adalah kewajiban rahin, yang tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih 

telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahin untuk 

segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, 

maka marhun dapat dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan 

hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta 

biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik rahin 

dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin (Sasli, 2006: 183). 
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3.3.2 Rukun dan Syarat Rahn  

Transaksi rahn antara nasabah dengan pegadaian syariah 

akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan 

sesuai syariah Islam.  

a. Rahin (nasabah) syarat yang berakad harus cakap 

hukum (balig dan berakal). 

b. Murtahin (pegadaian syariah) 

Pegadaian syariah yang menawarkan produk rahn 

sesuai dengan prinsip syariah. 

c. Marhun (barang) 

Barang yang ingin digadaikan 

d. Marhun bih (objek gadai), utang (marhun bih) wajib 

dibayar kembali oleh (rahin) kepada (murtahin), 

utang boleh dilunasi dengan angunan dan utang 

harus jelas dan tertentu (dapat dihitung jumlahnya). 

1. Syarat marhun bih (pembiayaan) adalah: 

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada 

murtahin.  

b. Marhun bih boleh dilunasi dengan marhun itu. 

c. Marhun bih itu tetap/jelas dan tertentu. 

2. Syarat marhun (barang jaminan) adalah: 

a. Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang 

dengan marhun bih. 

b. Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan 

(halal). 

c. Marhun itu jelas dan tertentu. 
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d. Marhun itu milik sah rahin. 

e. Marhun itu tidak terkait  dengan orang lain. 

f. Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak 

bertebaran dalam beberapa tempat. 

g. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya 

maupun manfaatnya (Ismail, 2013: 210-211). 

 

3.3.3 Landasan Hukum Rahn 

Hukum rahn (gadai) dalam Islam hakikatnya adalah boleh 

(jaiz). Adapun landasan hukum yang menjelaskan tentang bolehnya 

rahn dapat diketahui melalui berbagai sumber, seperti Al Quran, 

AlSunnah, Ijma dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.  

Pertama, landasan hukum rahn (gadai) adalah firman Allah 

SWT: 

ن مَّقبُوضَة فإَِن أمَِنَ بعَضُكُم بعَضا فلَيُ ؤَدِّ  ﴿وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَر ولَََ تََِدُواْ كَاتبِا فَرهَِٰ

نَتَهُ  دَةَ وَمَن يَكتُمهَا فَ  ۥۗوَليَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ  ۥٱلَّذِي ٱؤتُُِنَ أمََٰ  ۥۗءَاثِِ قلَبُهُ   ۥٓإِنَّهُ وَلََ تَكتُمُواْ ٱلشَّهَٰ

  ﴾٣٨٢وَٱللَّهُ بِاَ تعَمَلُونَ عَلِيم  

Artinya:“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’malah 

tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 

(oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percaya 

itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah SWT“. QS: Al-Baqarah: 283). 
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Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 283 di atas maka dapat diketahui pasti bahwa rahn atau gadai 

merupakan suatu transaksi pinjam meminjam atau utang piutang 

yang menuntut ditahannya barang yang digadaikan sebagian 

jaminan kepercayaan atas  hak utang, agar hak utang dapat 

dipenuhi dengan harga barang tersebut, yaitu dengan menjadikan 

barang tersebut sebagai pelunasan utang ketika tidak 

memungkinkan mengambil hak utang dari pinjaman (Az-Zuhaili, 

2012).  

Kedua, dalil-dalil yang berasal dari hadis Nabi SAW yang 

menjelaskan tentang kebolehan dan proses rahn, yaitu sebagai 

berikut: 

هَا، أَنَّ الَّنَِِّ صلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَ رَى طَعَامًا مِنْ يَ هُوْ دِ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَن ْ
                            يٍّ،، الى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعًامِنْ حَدِ يْد  

Artinya: “Dari Aisyah R.A berkata bahwa Rasulullah membeli 

makan dari seseorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju 

besi”. (HR. Bukhari no. 1926 kitab buyu, dan Muslim).  

Ketiga, landasan hukum yang menjelaskan tentang bolehnya 

rahn dapat juga diketahui melalui ijma ulama. Berdasarkan Al-

Quran dan hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada 

dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW. Pernah 

melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan 

kebolehan gadai itu. Namun demikian, pernah dilakukan 

pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad’ 
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Keempat, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 

diantaranya: 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang 

berkenaan  dengan gadai syariah. 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama 

Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn, dengan 

ketentuan umum sebagai berikut: 

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 

menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn, 

rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin pada 

prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh 

murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak 

mengurangi nilai marhun dan pemamfaatannya itu 

sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 

3) Pemeliharaan dan perawatan marhun pada dasarnya 

menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga 

oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 

penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

4) Besar administrasi dan penyimpanan marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5) Penjualan marhun, yaitu: 
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a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus 

memperingatkan rahin untuk segera melunasi 

hutangnya. 

b) Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, 

maka marhun dijual paksa atau dieksekusi 

melalui lelang sesuai syariah. 

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk 

melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan yang belum dibayar serta 

penjualan. 

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin 

dan kekurangan menjadi milik rahin (Majelis 

Ulama Indonesia, 2002: 20). 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama 

Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. 

2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) 

ditanggung oleh pegadain (rahin). Ongkos penyimpanan 

besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-

nyata diperlukan. 

a. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan 

berdasarkan akad ijaroh. 

b. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan 

besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang 
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nyata-nyata diperlukan (Majelis Ulama Indonesia. 

2002: 24). 

3.3.4 Gambar Alur Proses Arrum Mikro pada Produk Arrum  

BPKB 

 

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

Gambar 1.2  

Alur Proses Arrum Mikro pada Produk Arrum BPKB 

 

Penjelasan Alur proses Arrum BPKB dapat dijelaskan 

fungsinya sebagai berikut: 

1. Penjualan  

a. Unit kerja: 

1) Kantor Cabang Syariah dan UPS yang terdiri dari, 

Asisten Manajer penjualan, Pemimpin Cabang, Staf 

Cabang, dan Tim Mikro 

b. Fungsinya: 
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1) Melaksanakan semua kegiatan pemasaran produk mikro. 

2) Menerima pengajuan aplikasi dari calon rahin. 

Tanggung jawab dari mereka: 

a. Memastikan pelaksanaan program pemasaran Arrum 

Mikro berjalan secara efektif. 

b. Evaluasi atas pelaksanaan program pemasaran yang telah 

dijalankan. 

c.  Memberikan informasi produk Arrum Mikro secara 

benar. 

2.    Pemroses/penilaian  

a. Unit Kerja: 

1) Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis dan Bisnis 

Mikro. Terdiri dari, Tim Mikro. 

b. Fungsinya: 

1) Internal Checking. 

2) Survei awal kebenaran berkas calon rahin. 

3) Keabsahan dan penilai marhun. 

4) Scoring sistem. 

5) Penjaminan/angsuran. 

6) Koordinasi dengan pihak luar seperti notaris dan lain-

lain. 

Tanggung jawab Tim Mikro: 

a) Mengecek kebenaran data calon rahin. 

b) Keabsahan dokumen pengajuan pinjaman. 

c) Kualitas hasil survei. 
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d) Kualitas penilaian marhun. 

e) Kebenaran proses pengikatan jaminan. 

f) Memastikan deklarasi dan pembayaran premi tepat 

waktu. 

g) Memastikan koordinasi dengan pihak luar berjalan baik.  

3. Pemutus  

a. Unit kerja: 

1) Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis dan Bisnis 

Mikro. Terdiri dari Tim Mikro 

b. Fungsinya: 

1) Mengverifikasi berkas 

2) Review scoring 

3) Approval pinjaman 

4) Penerbitan Surat Keputusan Pinjaman (SKP). 

 Tanggung jawab Tim Mikro: 

a) Penilaian dan kelengkapan berkas. 

b) Besaran Pinjaman yang diputuskan. 

c) Keabsahan dokumen pengajuan pinjaman. 

d) Kualitas hasil survei. 

e) Kualitas penilaian marhun. 

4. Admin pinjaman  

a. Unit kerja:  

1) Outlet Admin (Kantor Cabang atau UPS yang memenuhi 

kriteria). Terdiri dari pincab (pimpinan cabang) dan Staff 

Kantor Cabang. 
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b. Fungsinya: 

1) Mengverifikasi kelengkapan berkas. 

2) Mengkonfirmasi kepada calon rahin. 

3) Rekening titipan rahin. 

4) Proses akad dan pencairan. 

5) Penyimpanan berkas dan marhun. 

6) Administrasi pinjaman. 

 Tanggung jawab dari pimpinan cabang dan staff 

kantor cabang: 

a) Memastikan kelengkapan berkas pencairan. 

b) Memastikan konfirmasi kepada calon rahin. 

c) Kebenaran rekening titipan rahin. 

d) Penyampaian isi/detail materi yang diperjanjikan dalam 

akad. 

e) Keamanan berkas pinjaman dan marhun. 

f) Kelancaran administrasi pinjaman (pembayaran, dan 

lain-lain). 

5. Monitoring  

a. Unit kerja: 

1) Outlet Admin dan Bisnis Mikro. Terdiri dari Pimpinan 

Cabang dan Asisten Manajer Mikro 

b. Fungsinya ada 2: 

1) Outlet Admin Pinjaman  yang berfungsi sebagai berikut: 

a. Monitoring proses pinjaman (Pre akad, Proses akad 

dan Post akad, verifikasi berkas dan marhun. 
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b. Rekapitulasi daftar pinjaman jatuh tempo  

2) Bisnis Mikro: 

a. Monitoring kolektabilitas dan NPF. 

b. Monitoring usaha rahin. 

c. On The Spot (OTS). 

Tanggung jawab dari Pimpinan Cabang dan Asmen 

Mikro: 

1) Outlet admin pinjaman.  

a. Pre akad: verifikasi kelengkapan berkas sebelum    

pencairan. 

b. Post akad: memastikan dokumen sesuai dengan 

ketentuan. 

c. Kelancaran pembayaran rahin. 

2) Asisten Manajer Mikro: 

a. Mematikan kebenaran proses pemeberian pinjaman 

(verifikasi berkas dan OTS). 

b.  Penanganan dan pengendalian tingkat NPF. 

c.  Pengendalian kolektabilitas pinjaman. 

6. Collection  

a. Unit kerja: 

1) Bisnis Mikro, Outlet Admin, Outlet Penjualan, Vendor 

Yang terdiri dari Staf Cabang, Staf UPS, Tim Mikro, dan 

Vendor 

b. Fungsinya: 

1) Kantor Cabang/UPS 
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a. Melakukan penagihan melalui telepon. SMS atau 

media sosial lainnya kepada rahin yang menunggak 

1-3 bulan atau diwakili dengan vendor  

b. Menerbitkan surat peringatan/simosi I, II dan III 

c. Mencetak dan mengajukan klain untuk pinjaman 

macet kepada asuransi/penjamin 

2) Bisnis Mikro  

a. Penagihan (Soft Collection dan Pickup). 

b. Penariakan marhun. 

  Tanggung jawab mereka: 

1) Memastikan proses penagihan dan penarikan marhun  

berjalan efektif. 

2) Tingkat NPF terkendali. 

3) Koordinasi dengan vendor. 

4) Koordinasi dengan asuransi/penjamin untuk 

mengawal proses klain. 

 

3.4 Evaluasi Kerja Praktik 

Ketika melaksanakan Kerja Praktik penulis banyak melihat 

bagaimana sistem pengelolaan, keramahan pegawainya saat 

menggadai, melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan juga 

kerja sama karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya 

dengan baik, komunikasi yang lancar antara sesama karyawan dan 

nasabah, kedisiplinan dan efektivitas perusahaan untuk 

mendapatkan nasabah tiap bulannya dengan adanya target yang 
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dibuat oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, di mana 

karyawan dan karyawati mempunyai target yang harus dicapai. 

Dari segi syariahnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

telah menerapkan syariah dengan baik, baik dari segi pakaian yang 

digunakan oleh karyawan dan juga dalam beribadah kepada Allah 

SWT dalam menjalankan ibadah shalat lima waktu, tidak 

melakukan tindak kecurangan dalam praktik riba dan lainnya. Dan 

penetapan biaya ijarah atau sewa juga sesuai dengan Dewan 

Syariah Nasional, dan barang angunan hanya di simpan dan tidak 

boleh digunakan. 

Penyelesain terhadap pembiayaan bermasalah pada Arrum 

BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sangat 

penting, karena dengan ada penyelesai pembiayaan bermasalah 

maka kredit-kredit macet akan teratasi. PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh juga memberikan bagaimana prosedur 

pembiayaan Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh karena sangat penting untuk memberikan pinjaman 

kepada nasabah. Di mana setiap calon nasabah yang ingin 

mengajukan pembiayaan Arrum BPKB maka harus memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh dan juga Tim Mikro pegadaian syariah harus 

menganalisis setiap calon nasabah yang ingin mengajukan 

pembiayaan Arrum BPKP apakah nasabah tersebut layak untuk 

diberikan pinjaman dan juga dengan usahanya sesuai dengan 

prinsip syariah Islam atau tidak. PT. Pegadaian Syariah Cabang 
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Banda Aceh juga mengalami sedikit kendala dalam menjalankan 

tugasnya, banyak nasabah yang mengajukan pemohonan 

pembiayaan namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang 

dilakukan. Seperti keterlambatan nasabah saat membayar angsuran 

tidak tepat waktu dan nasabah yang meminta pinjaman yang 

melebihi taksiran dari agunan, hal tersebut tidak  diperbolehkan 

dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh karena hal tersebut dapat merugikan pihak 

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama 

melakukan job training, penulis dapat melihat bahwa terdapat 

kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang Kerja Praktik 

yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuainnya 

yaitu pegadaian memenuhi ketentuan umum yaitu fatwa DSN-MUI 

No.25/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn di mana murtahin 

(penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi, dan besar administrasi dan penyimpanan marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan apabila jatuh 

tempo murtahin memperingatkan rahin untuk melunasi hutangnya, 

kalau rahin tidak melunasi maka marhun akan dijual paksa atau 

dilelang sesuian syariah, dan apabila ada kelebihan dari hasil 

penjualan maka akan dikembalikan kepada rahin. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Kerja Praktik yang telah penulis lakukan seperti 

yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Di produk Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Banda Aceh terdapat beberapa keunggulan dan kelebihan 

salah satunya, prosedur pengajuan kredit mudah dengan 

jaminan BPKB, dan salah satu kelebihannya produk 

Arrum BPKB ini semua nasabah yang mempunyai usaha 

bisa mengambil pinjaman, hanya saja harus meninggalkan 

surat bukti kendaraan (SBK) sedangkan kendaraan bisa 

dipakai oleh si pemilik kendaraan 

2. Masalah yang sering terjadi di produk Arrum BPKB di 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah kredit 

macet, karena nasabah sengaja tidak mau bayar, karena 

usahanya sedang lesu, benar-benar tidak mampu bayar, 

pemilik kendaraan (rahin) meninggal dunia, barang 

jaminan rusak berat atau hilang. 

3. Mekanisme dari penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada produk Arrum BPKB tersebut  dapat dilakukan 

dengan beberapa cara atau upaya-upaya di PT. Pegadaian 

Syariah  Cabang Banda Aceh yaitu dengan empat upaya: 

Pertama upaya persuasif, kedua  upaya somasi, ketiga 



66 
 

 
 

upaya proses pelaksanaan penarikan marhun, dan keempat 

prosedur eksekusi marhun arrum mikro. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat memberikan 

beberapa saran  pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

selama melakukan kegiatan Kerja Praktik maka penulis 

memberikan beberapa rekomendasi berikut: 

a. Mendirikan kantor cabang di setiap kabupaten sehingga 

tidak hanya warga sekitar Banda Aceh saja yang menjadi 

nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 

b. Untuk  Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, 

terlebih dahulu pihak pegadaian memberikan  informasi 

kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dengan 

jaminan BPKB kendaraan sendiri, agar tidak terjadi kredit 

macet di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 
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